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LAPORAN PELAKSANAAN PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TAHUN 

ANGGARAN 2023 DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 

A. Pendahuluan 

1. Umum 

Program bantuan hukum sebagai implementasi Undang-Undang  Nomor 16 

Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum merupakan bukti bahwa negara hadir untuk 

masyarakat dalam memberikan kepastian       hukum. Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia              Nusa Tenggara Barat sebagai instansi vertikal 

Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia di daerah, berperan sebagai 

perpanjangan tangan dari unit pusat (Badan Pembinaan Hukum Nasional) 

khususnya dalam hal penyelenggaraan dan pengawasan pemberian bantuan 

hukum di daerah, yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Tim Panitia Pengawas 

Daerah (Panwasda) Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Nusa 

Tenggara Barat.        

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-

HN.04.03-03 perihal Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum 

Tahun Anggaran 2023, maka dipandang perlu melaksanakan kegiatan 

Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah yang dirangkaikan 

dengan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 

Anggaran 2023.  

 

 

 



 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT 

Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Telepon: (0370) 7856244 

Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Surel: kanwilntb@kemenkumham.go.id  

 

2. Maksud dan Tujuan 

a.  Maksud 

Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Hukum sebagai rangkaian kegiatan 

Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah dimaksudkan 

untuk melaksanakan program kegiatan dan capaian kinerja pada Kanwil 

Kementerian Hukum dan HAM NTB Tahun 2023 khususnya pada Bidang 

Hukum. 

b. Tujuan 

Adapun tujuan kegiatan ini antara lain:  

1) Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 

Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023; 

2) Penyampaian evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum Tahun 

2023 yang telah dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum 

Terakreditasi; dan 

3) Persiapan Pelaksanaan Penandatanganan Kontrak Addendum 

Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023. 

3. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup kegiatan koordinasi Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum 

Tingkat Daerah, meliputi: 

a. Pembinaan; 

b. Bantuan Hukum; 

c. Perjanjian Kerjasama; dan 

d. Evaluasi. 
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4. Dasar 

1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia 

Nomor: 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; 

2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

113/PMK.05/2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap; 

3) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat Nomor: SP DIPA-

013.10.2.409227/2023 tanggal 30 November 2022. 

 

B. Kegiatan yang Dilaksanakan 

Nama kegiatan : Pelaksanaan Perjanjian Bantuan Hukum Tahun Anggaran 

       2023 Dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 

Waktu dan tempat : Tanggal 25 Januari 2023 bertempat di Ruang  

  Legal Drafter Kantor Wilayah Kemenkumham NTB 

Pembiayaan  : Biaya dibebankan pada DIPA Kanwil Kemenkumham 

                NTB Tahun Anggaran 2023  

  SP DIPA-013.10.2.409227/2023 

Pelaksana  : Tim Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan  

   Hukum Kanwil Kemenkumham NTB 

Peserta   : Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi  

  di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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C. Hasil yang Dicapai 

a)    Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun  

   Anggaran 2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN-

HN.04.03-03 perihal Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan 

Hukum Tahun Anggaran 2023, pada pokoknya disampaikan: sebagai dasar 

pelaksanaan pemberian bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang 

miskin, sehingga pelaksanaan bantuan hukum dapat dilaksanakan dengan 

Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI). Maka, 

diperlukan adanya Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun 

Anggaran 2023 antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM 

(Kanwil) dengan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) dengan memperhatikan 

beberapa hal sebagai berikut : 

1. Kanwil dan PBH melakukan penandatanganan perjanjian pelaksanaan 

bantuan hukum T.  A. 2023 dengan format yang telah dilampirkan, 

paling lambat tanggal 20 Januari 2023 dan menyampaikan dokumen 

perjanjian pelaksanaan bantuan hukum yang telah ditandatangani 

kepada BPHN paling lambat 3 hari setelah penandatanganan yang 

disampaikan melalui email panitiapengawaspusat@gmail.com.  

2.  Rincian anggaran bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi sebagaimana 

pada lampiran III menjadi acuan dalam penentuan anggaran masing-

masing PBH. 

3. Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tambahan (addendum) dapat 

mailto:panitiapengawaspusat@gmail.com
mailto:panitiapengawaspusat@gmail.com
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dilakukan pada Triwulan II dan/atau Triwulan III Tahun Anggaran 2023 

dengan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dokumen 

perjanjian pelaksanaan bantuan hukum. 

4. Panwasda wajib segera melakukan verifikasi dokumen dalam 

Sidbankum sebagaimana diatur dalam Permenkumham Nomor 10 

Tahun 2015 jo. Nomor 63 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana PP 

Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat        dan Tata Cara Pemberian 

Bantuan Hukum, serta Petunjuk Pelaksanaan Kepala BPHN Nomor 

PHN-HN.03.03-42 tentang Petunjuk Pelaksanaan Permohonan Bantuan 

Hukum dan Pencairan Anggaran Bantuan Hukum, yaitu : 

a. permohonan Pelaksanaan Kegiatan (Tahap 1) dalam Sidbankum 

yang diajukan oleh PBH paling lambat 3 (tiga) hari sejak diajukannya 

permohonannya; 

b. permohonan Pencairan (Tahap 2) dalam Sidbankum yang diajukan 

oleh PBH  paling lambat 5 (lima) hari sejak diajukannya 

permohonannya. 

5. Panwasda wajib memastikan pemberian bantuan hukum dilakukan 

sesuai dengan Permenkumham Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar 

Layanan Bantuan Hukum dan Pedoman kepala BPHN Nomor : PHN-

55.HN.04.03 Tahun 2021 tentang  Standar Layanan Bantuan Hukum. 

6. Panwasda wajib memastikan bahwa proses pencairan anggaran 

bantuan hukum dilakukan secara langsung (LS) dengan mekanisme 

Non-Kontraktual, sehingga tidak terdaftar di KPPN, mengingat bantuan 
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hukum merupakan layanan yang diberikan oleh PBH kepada Penerima 

Bantuan Hukum (orang atau kelompok orang miskin) yang sangat 

dipengaruhi penyelesaiannya oleh Aparatur Penegak Hukum 

(Kepolisian, Kejaksaan, Hakim, dan pihak terkait lainnya) terutama 

bantuan hukum litigasi dan jumlah permohonan bantuan hukum dari 

Penerima Bantuan Hukum pun tidak dapat diprediksi. 

7. Panwasda wajib melaksanakan pengawasan dan 

pemantauan/monitoring kepada seluruh PBH di wilayahnya dan 

melaporkan secara berkala kepada BPHN, serta melakukan evaluasi 

atas layanan bantuan hukum dari PBH melalui survei layanan bantuan 

hukum kepada menerima bantuan hukum, mengingat hal tersebut masuk 

dalam Target Kinerja Tahun 2023. 

Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum telah 

terlaksana pada hari Rabu, 25 Januari 2023 bertempat di ruang legal drafter 

Kanwil Kemenkumham Nusa Tenggara Barat. Kegiatan dihadiri oleh 18 

(delapan belas) Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi dengan 

Kementerian Hukum dan HAM di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

Perjanjian pelaksanaan bantuan hukum ini mulai berlaku sejak tanggal 2 

Januari 2023 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2023.  

b)   Evaluasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 

Adapun evaluasi terhadap pelaksanaan bantuan hukum sampai dengan 

triwulan III tahun anggaran 2023 yang telah dilaksanakan oleh Pemberi 



 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA 

KANTOR WILAYAH NUSA TENGGARA BARAT 

Jl. Majapahit No. 44 Mataram, Telepon: (0370) 7856244 

Laman: ntb.kemenkumham.go.id, Surel: kanwilntb@kemenkumham.go.id  

 

Bantuan Hukum Terakreditasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan 

Sampai dengan triwulan III tahun 2023, jumlah permohonan bantuan hukum 

litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan adalah 

400 dari total 431 permohonan yang masuk. Target kinerja persentase 

permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan berdasarkan perjanjian kinerja adalah sebesar minimal 

82%. Dari data tersebut di atas dapat dilakukan pengukuran kinerja 

(performance measurement) dengan cara membandingkan antara target 

(rencana) dan realisasi berdasarkan indikator kinerja masing-masing sasaran 

kegiatan dan penyerapan anggaran. Perhitungan persentase capaian kinerja 

dapat diukur menggunakan rumus, yaitu: 

 

Realisasi  = 
Jumlah bantuan hukum yang dilayani

Jumlah permohonan bantuan hukum
 x 100%  

Capaian Kinerja = 
Realisasi

Target
 x 100%  

 

Sehingga dapat dilakukan analisis capaian kinerja persentase permohonan 

bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-

undangan sebagai berikut: 
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Realisasi  = 
400

431
 x 100% = 92,80% 

Capaian Kinerja = 
92,80%

82%
 x 100% = 113,17% 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan rumus di atas, dapat dilihat 

bahwa capaian kinerja ini adalah 113,17% yang berarti bahwa pencapaiannya 

telah melebihi target yang ditentukan. 

Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran layanan bantuan hukum litigasi 

yang telah terlaksana hingga triwulan III yakni sebesar Rp 1.236.000.000,00 

dari pagu anggaran awal sebesar Rp 1.416.000.000,00, atau dalam 

persentase yakni sebesar 87,29%. 

Keberhasilan ini dikarenakan kinerja Tim Panwasda dalam memverifikasi 

dokumen permohonan pencairan dana bantuan hukum yang diajukan oleh 

Organisasi Bantuan Hukum terakreditasi. Apabila dokumen yang diajukan 

tidak sesuai dengan persyaratan administrasi sebagaimana tertuang dalam 

petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan hukum dan pencairan bantuan 

hukum, maka akan ditolak/dibatalkan permohonannya oleh verifikator.  

2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

Pada bulan Januari hingga September tahun 2023 jumlah permohonan 

bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan adalah 94 dari total 104 permohonan yang masuk. 

Target kinerja persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang 
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dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

perjanjian kinerja adalah sebesar minimal 80%. 

Adapun analisis capaian kinerja persentase permohonan bantuan hukum non 

litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

berdasarkan rumus perhitungan persentase capaian kinerja dapat diukur 

sebagai berikut: 

 

Realisasi  = 
94

104
 x 100% = 90,38% 

Capaian Kinerja = 
90,38%

80%
 x 100% = 112,97% 

 

Berdasarkan pengukuran kinerja menggunakan rumus di atas, dapat dilihat 

bahwa capaian kinerja ini adalah 112,97% yang berarti bahwa pencapaiannya 

telah melebihi target yang ditentukan.  Bantuan hukum non litigasi terhadap 

orang/kelompok masyarakat yang telah dilakukan antara lain: penyuluhan 

hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, 

drafting dokumen, mediasi, konsultasi hukum dan penelitian hukum.  

Selanjutnya terkait dengan realisasi anggaran layanan bantuan hukum litigasi 

yang telah terlaksana hingga triwulan III yakni sebesar Rp 233.820.000,00 

dari pagu anggaran awal sebesar Rp 266.750.000,00, atau dalam persentase 

yakni sebesar 87,66%. 

Keberhasilan pencapaian target perjanjian kinerja permohonan layanan 

bantuan hukum non litigasi ini tidak terlepas dari koordinasi aktif antara 

direktur/ketua Organisasi Bantuan Hukum yang terakreditasi dengan Tim 
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Panwasda Bantuan Hukum. Di samping itu, pada penyelenggaraan kegiatan 

penyuluhan hukum Organisasi Bantuan Hukum, turut melibatkan Penyuluh 

Hukum dari Kantor Wilayah sebagai narasumber.  

3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 

Indeks kepuasan layanan bantuan hukum yang telah diperoleh melalui 

pemantauan dan evaluasi oleh Tim Panwasda Bantuan Hukum sepanjang 

tahun 2023, mendapatkan nilai 5.582,27 poin dari 62 penerima bantuan 

hukum selaku responden. Target Indeks kepuasan layanan bantuan hukum 

adalah 76,75% dengan formulasi penghitungannya adalah survei kepuasan 

penerima bantuan hukum terhadap layanan bantuan hukum. Survei dilakukan 

setahun sekali terhadap penerima bantuan hukum yang mendapatkan 

layanan bantuan hukum. Metode yang digunakan untuk mendapatkan data 

tersebut adalah dengan metode sampling dan teknik wawancara baik 

langsung maupun tidak langsung. Hasil wawancara tersebut kemudian 

diunggah pada aplikasi sistem informasi database bantuan hukum 

(Sidbankum), yang otomatis memberikan penilaian secara akurat dan objektif.  

Adapun analisis capaian kinerja indeks kepuasan layanan bantuan hukum, 

berdasarkan rumus perhitungan persentase capaian kinerja dapat diukur 

sebagai berikut: 

Realisasi  = 
5.582,27

62
 x 100% = 90,03% 

Capaian Kinerja = 
90,03%

76,75%
 x 100% = 117,30% 
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Realisasi indeks kepuasan layanan bantuan hukum sebesar 85,11% melebihi 

target dengan total capaian sebesar 111,09%. Indeks kepuasan layanan 

bantuan hukum yang berhasil mencapai target ini tidak lain dikarenakan 

organisasi bantuan hukum dalam memberikan pelayanan sangat profesional 

dan tidak ada pungutan liar. 

 c) Persiapan Pelaksanaan Kontrak Addendum Bantuan Hukum Tahun 

Anggaran 2023 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pemberian layanan Bantuan 

Hukum serta pencairan anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, 

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) selaku penyelenggara Bantuan 

Hukum telah  mengkoordinasikan pelaksanaan pengalihan anggaran Bantuan 

Hukum melalui addendum antar Pemberi Bantuan Hukum (PBH) berdasarkan 

realisasi anggaran dalam aplikasi SIDBANKUM dengan merujuk pada 

ketentuan pengalihan anggaran dalam Pasal 8 angka (3) Kontrak Kerja 

Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 antara Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan HAM dengan     PBH. Adapun anggaran bantuan 

hukum tersebut dialihkan dengan ketentuan Pemberi Bantuan Hukum yang 

telah menyerap 50% atau  lebih dari anggaran yang tersedia, diberikan 

tambahan anggaran melalui pengalihan anggaran dari Pemberi Bantuan 

Hukum yang serapan anggarannya hingga awal Triwulan II tidak mencapai 

50% dari anggaran yang tersedia. Di samping hal tersebut, pengalihan 

anggaran Bantuan Hukum melalui addendum antar PBH dilakukan tidak 

hanya antar PBH dalam satu wilayah provinsi melainkan antar provinsi di 
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Indonesia. Berdasarkan surat Plh. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN.HN.04.03-693 

tanggal 6 Oktober 2023 perihal Penandatanganan Kontrak Adddendum 

Pelaksanaan Bantuan Hukum Triwulan III T.A 2023, yang pada pokok surat 

menyatakan bahwa telah disetujuinya revisi anggaran BPHN Kementerian 

Hukum dan HAM oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, 

sehingga perlu dilakukannya Penandatanganan Kontrak Addendum antara 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dengan Pemberi Bantuan 

Hukum (PBH) yang menerima penambahan anggaran bantuan hukum. 

Adapun kegiatan ini direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 13 

Oktober 2023 bertempat di Ruang Legal Drafter Kanwil Kementerian Hukum 

dan HAM NTB, kepada sebanyak 15 OBH yang mendapatkan tambahan 

anggaran.  

D. Simpulan dan Saran  

Kegiatan pelaksanaan perjanjian bantuan hukum tahun anggaran 2023 dan 

perjanjian kinerja tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan dengan baik. 

Diharapkan melalui perjanjian bantuan hukum tahun anggran 2023 yang 

dilakukan ini dapat meningkatkan kinerja dalam pemberian layanan bantuan 

hukum di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat. 
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Demikian Laporan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan 

sebagaimana mestinya, akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak 

yang telah banyak membantu selama pelaksanaan tugas. 

 

Dibuat di      : Mataram 

Pada Tanggal      : 9 Oktober 2023 

 

 

Pelaksana Tugas/Notulis 

 

 

 

Ni Made Bintang Purnama Dewi, S.H 

NIP. 199609052020122002 

Mengetahui 

Kepala Bidang Hukum, 

 

 

 

Puri Adriatik Chasanova, S.H 

NIP. 196811151997032001 
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NOTULA  

PERJANJIAN BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023  

DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 

Hari : Rabu 

Tanggal : 25 Januari 2023 

Pukul : 10.00 WITA - Selesai 

Tempat : Ruang Legal Drafter Kanwil Kemenkumham NTB 

Peserta Rapat 

 a. Hadir : 1. Romi Yudianto, S.H.,M.H 

    2. Zulhairi, S.H.,M.H 

    2. I Made Sartana Dita, S.H 

    3. Ni Made Arie Satyani, S.H 

    4. M. Naufal Arifin, S.H.,M.Ak 

    5. Linda Maya Sastra, S.P.,M.M 

    6. Dedy Marudut Hutagaol, S.H 

    7. Ni Made Bintang Purnama Dewi, S.H 

    8. Angga Saputra, S.H 

    9. Selly Ester Sembiring, S.H.,.M.H 

    10. Fauzia Tiaida, S.H 

    11. Abdul Hanan, S.H 

    12. Beauty Erawati, S.H.,M.H 

    13. Laely Wulandari, S.H.,M.H 

    14. Lale Suryana Lendra Lestari, S.H.,M.H 

    15. Riki Riyadi, S.H 

    16. Burhanudin, S.H.,M.H 
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    17. Munzirin, S.H 

    18. Sahnan, S.H 

    19. Denny Nur Indra, S.H 

    20. Zulfahmi, S.H 

    21. Lalu Rusmat, S.H 

    22. Muhiddin, S.H.,M.H 

    23. Ajeng Widya Paramita, S.H.,M.H.,C.P.L 

    24. Kartika Candra Difinubun, S.H 

    25. Sumantri, S.H 

    26. I Made Dody Sutrisna, S.H 

    27. Nisfulael Robi 

   28. Giras Genta Twirikrama, S.H 

   29. Bilkis Zakiyah Medika Haqi, S.H 

   30. Restu Dhika Rini, S.H      

 b. Berhalangan hadir : - 

     

Acara  : Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah  

  Dirangkaikan dengan Penandatanganan Perjanjian  

  Pelaksanaan Bantuan Tahun Anggaran 2023 

Jalannya Rapat : 

a. Sambutan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa 

Tenggara Barat 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang 

Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita 

semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam Acara Koordinasi 

Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat Daerah yang dirangkaikan dengan  
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Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 

2023. 

Sebagaimana kita ketahui bersama, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan 

HAM Nusa Tenggara Barat sebagai perwakilan dari                 Kementerian Hukum dan 

HAM Republik Indonesia di daerah memiliki  tugas menyediakan anggaran 

pelaksanaan bantuan hukum yang nantinya akan dilaksanakan oleh Organisasi 

Bantuan Hukum (OBH) yang sudah terakreditasi, kemudian memfasilitasi proses 

pencairan anggaran bantuan hukum berdasarkan hasil pekerjaan yang telah 

dilaksanakan oleh OBH, dan terakhir melakukan pengawasan, pemantauan dan 

evaluasi           pelaksanaan bantuan hukum.  

OBH juga memiliki kewajiban kepada Kantor Wilayah untuk mampu memberikan 

pelayanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok masyarakat tidak mampu 

dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 

28D yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan 

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” 

Pada proses pelaksanaannya, OBH Terakreditasi diharapkan melakukan 

penyerapan anggaran secara maksimal dan kemudian memberikan laporan 

pelaksanaan dan penggunaan anggaran bantuan hukum yang akuntabel secara 

berkala sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. 

Berdasarkan surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian 

Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor PHN-HN.04.03-03 tanggal 11 

Januari perihal Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum 

Tahun Anggaran 2023, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa 

Tenggara Barat mendapatkan anggaran bantuan hukum litigasi sebesar Rp 

1.416.000.000,00 (Satu Miliar Empat Ratus Enam Belas Juta Rupiah) dan 

anggaran bantuan hukum non litigasi sebesar Rp 266.750.000,00 (Dua Ratus 

Enam Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah). 

Terhadap 18 (delapan belas) OBH yang hadir hari ini untuk penandatanganan 

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, dapat 
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diinformasikan bahwa pagu anggaran ini merupakan wujud kepercayaan dari 

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia kepada OBH Terakreditasi 

dalam hal pelaksanaan pemberian bantuan hukum. Seiring dengan kepercayaan 

yang diberikan ini, maka  diharapkan rekan-rekan dari OBH dapat 

bertanggungjawab secara akuntabel dan terarah kepada masyarakat atau 

kelompok masyarakat  tidak mampu yang membutuhkan bantuan hukum.  

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat     berupaya 

maksimal dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat NTB 

guna mewujudkan Wilayah Birokrasi Yang Bersih Dan Melayani. Namun tentu 

saja, keberhasilan dari perwujudan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat 

ini juga sangat bergantung pada sinergitas dan kontribusi aktif serta komitmen 

dari OBH dalam memberikan pelayanan hukum yang prima bagi masyarakat 

Bapak / Ibu hadirin yang berbahagia, Semoga dengan adanya Penandatanganan 

Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023 di awal tahun ini 

dapat meningkatkan semangat Pemberi Bantuan Hukum dalam melaksanakan 

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat atau kelompok 

masyarakat tidak mampu.  

Akhir kata saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu Direktur/Ketua 

Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara 

Barat yang telah berkontribusi aktif dan selalu                         menjaga sinergitas dengan Tim 

Panitia Pengawas Daerah (Panwasda) Bantuan Hukum Kantor Wilayah 

Kementerian Hukum dan  HAM Nusa Tenggara Barat. Demikian hal-hal yang dapat 

saya sampaikan, sekian dan terimakasih. 

 

b. Jalannya rapat (Tanggapan atau masukan) 

a) Masukan dari Selly Ester Sembiring, S.H.,.M.H (LBH Pelangi) 

Mengusulkan terkait adanya pembuatan Identity Card (ID) sebagai kartu yang 

menandakan dari Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi untuk memudahkan 

masuk ke Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, guna 

menyelesaikan proses bantuan hukum yang dijalankan.  
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Tanggapan: usulan dapat diterima, dan akan dilakukan pembahasan sebagai 

bentuk tindak lanjut.  

 

Demikian notula Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Bantuan Hukum Tingkat 

Daerah Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, 

akhir kata diucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah banyak 

membantu selama pelaksanaan tugas. 

 

 

Notulis, 

 

 

Ni Made Bintang Purnama Dewi, S.H 

NIP. 199609052020122002 

Disahkan Oleh, 

Kasubbid. Penyuluhan Hukum, Bantuan 

Hukum dan JDIH 

 

I Made Sartana Dita, S.H 

NIP. 197411241997031001 
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DOKUMENTASI KEGIATAN 

PENANDATANGANAN PERJANJIAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM DAN 

PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2023 

 

 

Gambar 1. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB 

 

 

Gambar 2. Direktur/Ketua Pemberi Bantuan Hukum Terakreditasi dengan 

Kementerian di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 
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Gambar 3. Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum  

oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi  

 

 

Gambar 4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Pelaksanaan  
Bantuan Hukum oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB 

 



PAGU ANGGARAN LITIGASI TAHUN 2023  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

NUSA TENGGARA BARAT 

 

 
 



PAGU ANGGARAN LITIGASI TAHUN 2023  

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM 

NUSA TENGGARA BARAT 

 

 
 



NOMOR SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN  

BANTUAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2023 

 
 

NO NAMA OBH 
NO. KONTRAK 

W.21-HN.04.03- 

1 Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Mataram 263 

2 Posbakumadin Lombok Timur 264 

3 Lembaga Bantuan Hukum Perisai Untuk Keadilan 265 

4 Lembaga Bantuan Hukum Ksatria 266 

5 Lembaga Bantuan Hukum Untuk Keadilan 267 

6 Lembaga Studi Dan Bantuan Hukum (LSBH) NTB 268 

7 
Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Mataram 269 

8 Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Satria 270 

9 Pos Bantuan Hukum Dompu 271 

10 Posbakumadin Bima 272 

11 Perkumpulan Bantuan Hukum Adelia Indonesia 273 

12 
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma 
Yustisia Nusa Tenggara Barat (LBH DY) 274 

13 Perkumpulan Gravitasi Mataram 275 

14 
Perkumpulan Lembaga Perlindungan Anak Nusa 
Tenggara Barat (LPA NTB) 276 

15 
Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa 
Tenggara Barat Disingkat Apik NTB 277 

16 Lembaga Bantuan Hukum Pelangi 278 

17 
Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Universitas 
Samawa  279 

18 Perkumpulan Bantuan Hukum Kawal Keadilan 280 



REALISASI BANTUAN HUKUM BERDASARKAN APLIKASI SIDBANKUM 

JANUARI – SEPTEMBER 2023 

 

A. LITIGASI 

 
 
 

B. NON LITIGASI 



HASIL MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM TAHUN 2023 
 

No Nama PBH 
Jenis 

Kegiatan/ 
Nama Kegiatan 

No Bantuan Hukum Nama Penerima Nilai 

1 LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) NTB LITIGASI/Perdata 00003.52.01.PDT.BPHN.2023 KAMARIAH 81,09 

2 LEMBAGA STUDI DAN BANTUAN HUKUM (LSBH) NTB LITIGASI/Perdata 00002.52.01.PDT.BPHN.2023 ANITA KOMALA DEWI 80,36 

3 POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAM LITIGASI/Pidana 00237.52.01.PID.BPHN.2023 Zamroni 88,36 

4 POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAM LITIGASI/Perdata 00083.52.01.PDT.BPHN.2023 Martini 87,64 

5 POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA MATARAM LITIGASI/Perdata 00082.52.01.PDT.BPHN.2023 Desak Wayan Sukartini 92 

6 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00157.52.01.PDT.BPHN.2023 YULI HAMDAYANI 84 

7 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIA LITIGASI/Perdata 00033.52.01.PDT.BPHN.2023 Nurmin 90,55 

8 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIA LITIGASI/Perdata 00031.52.01.PDT.BPHN.2023 Akhmad Fatoni 86,91 

9 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIA LITIGASI/Perdata 00030.52.01.PDT.BPHN.2023 Nafisah 88,36 

10 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM ADELIA INDONESIA LITIGASI/Perdata 00120.52.01.PDT.BPHN.2023 Salmiah binti Manggih 89,82 

11 POSBAKUMADIN BIMA LITIGASI/Pidana 00182.52.01.PID.BPHN.2023 A. LATIF 86,18 

12 POSBAKUMADIN BIMA LITIGASI/Pidana 00174.52.01.PID.BPHN.2023 ADI SUCIPTO 86,18 

13 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00009.52.01.PDT.BPHN.2023 Eli Sukemi Binti Jamaluddin 100 

14 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00012.52.01.PDT.BPHN.2023 Nur Asiani Binti Darmansyah 100 

15 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00134.52.01.PDT.BPHN.2023 Wardah Binti Munawar 100 

16 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00134.52.01.PDT.BPHN.2023 Wardah Binti Munawar 100 

17 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00006.52.01.PDT.BPHN.2023 Yanti Binti Masrik 100 

18 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PELANGI LITIGASI/Perdata 00132.52.01.PDT.BPHN.2023 Nurhatimah Binti Sahbaniah 97,09 

19 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram LITIGASI/Pidana 00128.52.01.PID.BPHN.2023 HAMDANI 93,45 

20 
PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA 
TENGGARA BARAT (LPA NTB) LITIGASI/Pidana 00086.52.01.PID.BPHN.2023 IRFAN HARIADI 98,55 

21 POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR LITIGASI/Perdata 00145.52.01.PDT.BPHN.2023 EVI NOVIANI BINTI ADIM 100 

22 POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR LITIGASI/Perdata 00146.52.01.PDT.BPHN.2023 WIWIN SARTIKA BINTI SAMMANG 100 



23 POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR LITIGASI/Perdata 00144.52.01.PDT.BPHN.2023 MUHAMAD NAZIRUL HADI 100 

24 LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00130.52.01.PDT.BPHN.2023 Huswatun Hasanah Binti Jamaludin 100 

25 LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00077.52.01.PDT.BPHN.2023 Dessy Ihdayanti. SP. 100 

26 LEMBAGA BANTUAN HUKUM UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00076.52.01.PDT.BPHN.2023 Elni Ria Irawati 100 

27 
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA 
TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB LITIGASI/Perdata 00100.52.01.PDT.BPHN.2023 HERNIWATI 85,45 

28 
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA 
TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB LITIGASI/Perdata 00102.52.01.PDT.BPHN.2023 JUARIAH 81,09 

29 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA LITIGASI/Perdata 00088.52.01.PDT.BPHN.2023 Murniati 84,73 

30 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00137.52.01.PDT.BPHN.2023 RAHMALIANA 86,91 

31 LEMBAGA BANTUAN HUKUM PERISAI UNTUK KEADILAN LITIGASI/Perdata 00113.52.01.PDT.BPHN.2023 SUMAWATI 82,55 

32 PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM LITIGASI/Perdata 00024.52.01.PDT.BPHN.2023 MILA SUSILAWATI 84 

33 
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA 
TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB LITIGASI/Perdata 00090.52.01.PDT.BPHN.2023 SRI DEVI ANJANI 100 

34 
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA 
TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB LITIGASI/Perdata 00106.52.01.PDT.BPHN.2023 BAIQ HARTINA 97,09 

35 PERKUMPULAN GRAVITASI MATARAM LITIGASI/Perdata 00061.52.01.PDT.BPHN.2023 MUHAMMAD BUZAERI 81,82 

36 
PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA 
TENGGARA BARAT (LPA NTB) LITIGASI/Pidana 00194.52.01.PID.BPHN.2023 Riki roy putra adistia 81,82 

37 
PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA 
TENGGARA BARAT (LPA NTB) LITIGASI/Pidana 00191.52.01.PID.BPHN.2023 Faisal hanif 78,91 

38 
PERKUMPULAN LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK NUSA 
TENGGARA BARAT (LPA NTB) LITIGASI/Pidana 00196.52.01.PID.BPHN.2023 Rizki ramdani 82,55 

39 
ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN NUSA 
TENGGARA BARAT DISINGKAT APIK NTB LITIGASI/Perdata 00099.52.01.PDT.BPHN.2023 MUSLIHAN 100 

40 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram LITIGASI/Perdata 00079.52.01.PDT.BPHN.2023 ERVINA 100 

41 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram LITIGASI/Perdata 00080.52.01.PDT.BPHN.2023 ROMI ATMAJAYA 99,27 

42 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN LITIGASI/Pidana 00111.52.01.PID.BPHN.2023 IDA MADE WIARDITA 100 

43 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN LITIGASI/Pidana 00067.52.01.PID.BPHN.2023 ABDUL MUNIR 100 



44 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN LITIGASI/Pidana 00092.52.01.PID.BPHN.2023 ANDRIAN SULTON 100 

45 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN LITIGASI/Pidana 00110.52.01.PID.BPHN.2023 HAERUDIN 100 

46 PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM KAWAL KEADILAN LITIGASI/Pidana 00069.52.01.PID.BPHN.2023 JONI SUKMANA 100 

47 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 
Samawa LITIGASI/Pidana 00160.52.01.PID.BPHN.2023 Ishak 84 

48 Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram LITIGASI/Perdata 00073.52.01.PDT.BPHN.2023 RATNI 86,18 

49 
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMA 
YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT (LBH DY-NTB) LITIGASI/Pidana 00201.52.01.PID.BPHN.2023 Evan Aristo 74,55 

50 
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMA 
YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT (LBH DY-NTB) LITIGASI/Pidana 00203.52.01.PID.BPHN.2023 Setim 72,36 

51 
YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) DHARMA 
YUSTISIA NUSA TENGGARA BARAT (LBH DY-NTB) LITIGASI/Pidana 00202.52.01.PID.BPHN.2023 Erik Saputra 84,73 

52 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA LITIGASI/Perdata 00058.52.01.PDT.BPHN.2023 Zuriyanti 80,36 

53 LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM SATRIA LITIGASI/Perdata 00056.52.01.PDT.BPHN.2023 Marlina 90,36 

54 pos bantuan hukum dompu LITIGASI/Pidana 00144.52.01.PID.BPHN.2023 ADI RAMADHAN 89 

55 pos bantuan hukum dompu LITIGASI/Pidana 00145.52.01.PID.BPHN.2023 IRFAN TARUNA MAGENDA 89 

56 pos bantuan hukum dompu LITIGASI/Pidana 00143.52.01.PID.BPHN.2023 SIRAJUDIN 87 

57 pos bantuan hukum dompu LITIGASI/Pidana 00104.52.01.PID.BPHN.2023 RIDWAN 86 

58 LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIA LITIGASI/Pidana 00035.52.01.PID.BPHN.2023 ARISKAN 89 

59 LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIA LITIGASI/Pidana 00037.52.01.PID.BPHN.2023 M.GULFIANDI 82 

60 LEMBAGA BANTUAN HUKUM KSATRIA LITIGASI/Pidana 00036.52.01.PID.BPHN.2023 YOGI SAPUTRA 85 

61 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 
Samawa LITIGASI/Pidana 00159.52.01.PID.BPHN.2023 Abi dwi septian 72 

62 
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas 
Samawa LITIGASI/Pidana 00127.52.01.PID.BPHN.2023 SAPARUDIN 74 

TOTAL 5582,27 

 
 

 


